BABIV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALOKASIAN
DANA NON HALAL BAGI KEPENTINGAN SOSIAL PADA KIJKS
MANFAAT GAYUNG KEBONSARI SURABAYA

A. Kajian tentang Kebolehan Dana non Halal

Penerimaan dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak,
sadaqah. Aset non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Namun dari
kebolehan tersebut masih banyak yang diperselisihkan, oleh karena itu perlu
ditinjau dari segi metodologi istinbath hukum, dalam hal ini bisa dilihat dari
konsep maslahah mursalah, meskipun konsep tersebut masih banyak
dipertentangkan oleh para ulama’ tentang kebolehannya dijadikan metodologi
dalam hukum Islam.

Sesuatu yang dilarang dalam perbankan syariah ataupun koperasi syariah
adalah bunga atau imbalan hasil dari mendepositokan dana pada bank
konvensional yang dimasukkan sebagai pendapatan bank, sementara KJKS
Manfaat tidak mendepositokan dananya pada bank konvensional melainkan
bank-bank syariah, namun pada KJKS Manfaat memungut denda yang didapat
dari nasabah yang lalai dalam pembayaraannya dan dialokasikan pada masalah-
masalah sosial, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jamban,

pembangunan penyaluran air dan yang lainnya untuk kepentingan sosial.
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Dari pemungutan denda yang diperoleh dari kelalaian nasabah dalam
pembayarannya yang sedemikian rupa, maka dalam operasionalnya KJKS
Manfaat masih mengandung unsur riba, sebagaimana pendapat para ulama’ yang
menyatakan bahwa denda itu sama dengan riba dan dihukumi haram yang telah
dijelaskan pada BAB II salah satunya adalah Yusuf Qardawi yang menyatakan
bahwa sesuatu yang haram tetap dinilai haram walaupun niat dan tujuannya
mulia. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh
Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan
yang terpuji.

Menurut pandangan Yusuf Qardawi, dana yang berasal dari denda, baik
dengan alasan untuk efek jera bagi nasabah-nasabah yang lalai dalam
pembayaran, serta dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam
mensejahterakan. Dengan mengalokasikan dana non halal atau denda untuk
kepentingan-kepentingan sosial, oleh karena denda haram, maka beliau
mengaramkan secara mutlak.

Selain itu Yusuf Qardawi juga berpendapat bahwa siapa yang
mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan
sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk terlaksananya rencana-
rencana yang baik lainnya tidak ada syafa’at baginya, karena haram dalam

syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.
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Dari berbagai sanggahan yang dilontarkan oleh Yusuf Qardawi pada bab
sebelumnya tentang dana non halal untuk dana sosial haruslah bisa dilihat dari
segi rasional dan segi istinbathnya. Bila hanya mempertimbangkan dari segi
sumber dananya saja, maka tentunya dana yang didapat dari sumber yang non
halal tersebut, tidak akan terpakai dan selalu mengendap di tabungan. Oleh
karena itu, dana non halal yang sama dengan denda karena merupakan riba ini
harus dimanfaatkan ataupun disalurkan kepada kepentingan sosial.

Bila hanya melihat dari sumbernya saja, dana yang didapat dari denda
tersebut akan sia-sia belaka. Sehingga dana non halal haruslah tetap dipakai
dengan memakai dasar prinsip mas/ahah diatas. Maka, pendapat Yusuf Qardawi
bisa dikesampingkan demi kemaslahatan umat, serta dana yang ada bisa
dimanfaatkan dijalan sosial.

Selain pendapat-pendapat yang mengharamkan dana non halal atau denda
serta  pengalokasiannya, terdapat juga  pendapat-pendapat  yang
menghalalkannya diantaranya yang telah tersebut pada bab sebelumnya, dan
salah satunya yaitu Muhammad Syafi’i Antonio bahwa pengalokasian dana non
halal atau denda untuk kepentingan sosial, salah satu pertimbangan
pemanfaatan dana ini adalah kaidah akhaffu dararain (mengambil madarat yang
lebih kecil). Hal ini mengingat jika denda tersebut tidak dialokasikan maka dana

tersebut akan mengendap pada KJKS Manfaat itu sendiri.
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Dalam figh kontemporer, denda karena terlambat membayar utang atau
angsuran utang disebut al-gharamat at-ta’khiriyah atau al-gharamat al-maliyah.
Kebolehan denda memakai dalil hadis nabi: “tindakan menunda pembayaran
utang oleh orang kaya adalah suatu kezalima' (HR Bukhari), dan hadis lainnya.
Sehingga menurut hadis tersebut orang yang menunda pembayaran hutang maka
ia berhak mendapatkan hukuman.'

Dengan melihat adanya berbagai permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan kebijakan-kebijakan demi terciptanya suatu pengembangan
ekonomi syariah, maka kita tidak boleh hanya melihat satu sisi saja, namun kita
juga harus menerapkan segi-segi kehidupan yang sesuai dengan syariah dengan
melihat dari segi lain.

Kebijakan yang diambil oleh KJKS Manfaat yaitu untuk kemaslahatan
masyarakat di daerah Surabaya dan sekitamya. KJKS Manfaat juga
membolehkan hal ini karena dalam Islam termasuk mas/ahah mursalah, dengan
alasan demi kebaikan masyarakat, yang mana tidak semua masyarakat Surabaya
tergolong mampu dalam memenuhi kebutuhannya, ada sebagian dan masih
banyak golongan yang kurang mampu. Serta hal tersebut merupakan kebutuhan
manfaat umum, bukan hanya pribadi, hal ini sesuai dengan syarat yang dipakai

dalam mas/ahah mursalah. Sehingga masyarakat tidak terbebani dengan adanya

! Denda karena terlambat membayar hutang menurut Islam,dalam

http://aryuuki.blogspot.com/201 1/01/denda-karena-terlambat-membayar-hutang.htm| diakses 13 Juli

2012
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kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya, terlebih bagi masyarakat yang berada
dibawah garis kemiskinan, maka mereka memerlukan dana, sehingga koperasi
memberikan fasilitas berupa pemberian dana denda atau dana non halal ini.
Dengan mengacu pada kemaslahatan tersebut maka pengalokasian dana non
halal yakni denda diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan pengertian tentang hal

tersebut oleh Abdullah bin Abdul Husein.

Dana Non Halal untuk Kepentingan Sosial

Sebagai lembaga keuangan, dalam pertumbuhannya sangat dipengaruhi
oleh perkembangan penghimpunan dana dalam jumlah kecil atau besar, serta
keberhasilan menejemen bank dalam mengelola dana-dana masyarakat kedalam
bank secara optimal, sehingga dapat mencapai penanaman usaha (reantabilitas)
yang memadai.

Namun yang menjadi permasalahan utama dalam lembaga keuangan
adalah masalah dana, karena suatu lembaga tidak akan berfungsi atau tidak
berjalan dengan lancar jika tidak mempunyai dana yang cukup, oleh karena itu
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat menggunakan berbagai strategi guna
memaksimalkan tingkat pencapaian profitabilitasnya (laba), diantaranya yang
telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yaitu program lending meliputi:

mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah dan qard.
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Dengan adanya produk-produk fimding dan Jending, KJKS Manfaat
berkembang, dengan perkembangannya, maka KJKS bekerjasama dengan bank
koresponden, karena koperasi beranggapan bahwa uang nasabah dalam jumlah
besar lebih aman bila di investasikan pada bank dan juga merupakan salzh satu
kiat koperasi dalam rangka mengelola dana masyarakat serta mempermudah
koperasi dalam menampung uang nasabah.

Kerjasama yang dilakukan oleh KJKS manfaat dengan bank-bank
koresponden merupakan suatu kebijakan untuk mempermudah nasabah yang
mentransfer uangnya ke KJKS Manfaat serta sebagai media untuk pembayaran
angsuran nasabah yang memiliki dana pada bank-bank lainnya.

Adapun denda yang di ambil dari nasabah oleh KJKS manfaat ini
bertujuan egar nasabah itu merasa jera, sehingga dalam pembayarannya lancar
tanpa adanya kredit macet. Namun bila dengan adanya denda nasabah masih
tetap sulit atau tidak jera maka koperasi harus mengingatkan dengan baik dan
mendatangi rumah nasabah yang bersangkutan.

Koperasi Manfaat mengambil suatu kebijakan bahwa pendapatan non
halal atau denda ini dialokasikan sebagai sarana untuk kepentingan sosial.
Namun pada kenyataannya, denda yang diperoleh KJKS Manfaat disalurkan
melaui akad hibah, walaupun hibah hukumnya sunnah, namun sumber dananya

berasal dari denda yang sebagian ulama menghukumi sama dengan riba.
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Sehingga apa yang terjadi di KJKS Manfaat belum sesuai prinsip syariah yang
bebas dari unsur riba.

Istilah dana non halal, dalam diskusi intensif Ikatan Akuntan Indonesia
dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk
dirubah. Sebab istilah ini dirasa tidak mencerminkan misi syariah. Meskipun
istilah dana non halal ini sudah ada sejak lama dan masuk di dalam dunia
perbankan. Namun, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat,
infak dan sadagah, maka istilah dana non halal diganti dengan dana untuk
kepentingan umum.

Alasan lain kenapa dirubah menjadi dana untuk kepentingan umum,
karena pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan non halal dalam
arti haram dan tidak bisa digunakan). Dana non halal yang dimaksudkan di sini
adalah dana yang diperoleh dari denda para nasabah yang lalai dalam
pembayarannya, dimana hal ini tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan
melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi masyarakat surabaya dan
sekitarnya guna kepentingan sosial semata bukan untuk kepentingan koperasi
itu sendiri. Serta dapat meyakinkan masyarakat bahwa lembaga-lembaga
keuangan syariah lebih mampu mensejahterakan masyarakat dengan sendi-sendi
syari’at Islam. Sehingga, dana yang didapat dari hasil denda-denda nasabah,

haruslah dimanfaatkan. Jangan sampai hanya mengendap di tabungan saja.



